
BUPAT1 TANA TORA'A
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAIA

NoMoR l9 rAHUN 2o2s

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UMT PELAKSANA

TEKMS DAERAH PUSAT I(ESIrr!.1*TAfi MAWARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa Kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara

dan sckaligus trvestasi strategi8 dalam Pembangunan

sumber daya manusia, schingga penyelenggaraan

pelayanan Kesehatan harus ditaksanakan secara

berkeadilan, bermutu, berkesinarnbungan, dan berorientaai

pada kepentingan masYarakat.

b. bahwa untuk meningkatkan mutu peLayanar kesehatan

kepada masyaralet, pusat kesehatan masyarakat

memerlukan sumber daya manuaia yang profeeional'

berkualitas dan berkomitmen sehingaa perlu diberikan

remunerasi yang l,aYak dan adil;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18 tentang Badan

l.ayanall Umum Daerah, remunerasi diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usulan pimpinan;

d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan

Bupati teutang Remunerasi pada Badan layanan Unit

Pelaksana Telmis Daerah Pusat Kesehatan Masyarekat;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Daaar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244' Tambahan

t€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah bcberapa l<ali terakhir dengan

Undang'Undang Nomor 6 Tahun 2023 tcntang PcnctaPan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O22 tentang Cipta Keda Medadi Undang-Undang I
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(lrmbaran Negara Republik lndonesia Talun 2023 Nomor

4 I , Tambahan Lmbaran Negara Republik lndonesia Nomor

68s6);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

(Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor

105, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 68E7);
4. UndanFundang Nomor 147 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan
(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor

333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 7084);
5. Peraturan Pemcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Fengelolaan Keuangan Badan Leyanan Umum (Imba.ran
Negara Republik lndoneEia Tahun 2oo5 Nomot 48,
Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

45O2) sebagaimtna telah diubah dengan Feraturan
Femerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintqh Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelol,aan Keuangan Badan layanan Umum (l€Ebaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17,

Tambehan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor

s3a0);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang
Peraturan Pelal(sanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023 tentang Kesehatan (Lembararr Negara Republik
lndonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 6952);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
t€ntang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik lndonesia Tahun 20 1 8 Nomor 1 2 1 3) ;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 TahvIr 2024
tentang Penyelenggaraan Pu8at Kesehatan Masyamkat
(B€rita Negara Republik Indonesia Tahun 2O24 Nomor
1039);

Menetapkan PERATURAN BUPATI TET.ITANG REMUNERAST PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UMT PELAKSANA TEKMS
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAXAT.

I
MEMUTUSKAN:
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Pesal 1

Dalam Peraturen Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Tana Toraja'

i. p"i"tt"*f, Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyclcnggaran

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksalaan urusan pemerintalt

yang menjadi kewenangan Daerah otoooE

3. Bupati adalah Bupdti Tana Toraja

4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adal'ah

faailitas Pctaya.rran Kes€hatan tingkat pertarna yang menyelenggarekan

dan mengoordinasikan pelaysnan kesehatan promotif' preventif' kuratif'

rchabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjarya

5. Badan Leye:ren Urnurn Daerah, yang selanjutnya disingkat BIIID adalah
-' 

;;- yang diterapk n oleh unit pelaksana teknis Daerah pada dinas

datam memUerikan pelayanan kepada masyaral€t yang mempunyai

flek8ibilitas dalam pol,a pengelola'en keuangan scbaggi pengecualian dad

ketentuan pengelotraan daerah pada umumnya'

o. iiUp Ugfopuufee-au aaararr urro Puskesmas dengan PengelolBan

badan laYanan umum daerah-

7. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Puskesmas'

a. ir.j;b"i"""8"Lta adalah pejabat yang berbnggungiawab terhadap kinerja
- 

il; opeisionat, pclaksanaan kebijakan fleksibilitas dan Keuangan

il,up up, p Puskesmao dalam pemberian pel'ayanan yan-8 terdiri atas

eemimpin nf,UO, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis UKM dan UKP'

9. negawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD

ad-alah Pegawai yang bertugas di Puskesmas'

fO. Urrif p"f"].o"" t"t rri" daerah pu8at K€s€hat n lvlasyarakat yang
^- 

Jf.njr*V. disebut UPrD Puske8m€'s A'lelah Unit PelakBanaan Telxris

p"*i f.*t .,rt *fasyarakat s€ Kabupaten Tana toraja' - -

1 1 . Aparatur Sipil Negara yang sclaqi't"yt ai"iogut aSN Adalah profesi bagi
'' 

;;; Negeri S-ipil at" pega't"i Pemerintah dengan Pedanjian Kerja

yang tete4a paaa instarBi pcmerintah

1r.;;;; eenyeienggara Jaminan Sosial yang selanjutnva disingkat BPJS

AdatAhbadanhukumyongdibentukuntukmenyelenggarakanprogram
jaminan sosial'

13. Upaya Kesehatan Percrangan yang sel'anjutnya- 
'lisingkat 

UKP adalah

suatu kegiatan dan atau sciangkaian kedatan Pelayanan kesehatan yang

;t*j;-"" untuk peningkatir, pencegahan' pcnycmbuhanpenyakit'

p""gor.tgtrl penaeritaan akibat penyakit dan memulihksn kesehatan

pertrcorangan.
f+. i"i"""t"i adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji' Honorarium'
' 

,"-"j*rg"t ,"4p, inscntif, bonus atas preetasi' pesangon dan tambahan

penglrqsilan lain.
rs. i"n-a IGpitasi adalah bcsatan pembayaran perbulan 

. 
yang- 

"]1': /
dimuka oieh BPJS Kesehatsn, kepada fasilitas kesehatan gSx"l*ryll /
berdasarkan jumlah peeerta yang tcdaftar tanpa memperhitungkan Jerue'

dan jumlah pelayanen keschatan yang diberikan'
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16. Dana Non lGpitaei adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS

Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis

dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
17. Dana Pelayanan Pasien Umum adalah besaran pembayaran yang

dibayarkan langsung kepada Fa8ilitas Kesehatan tingkat pertarrra sesuai

tarif pel,ayanan yang berLaku berdasarkan jenis darl jumlah pelayanan

k$ehatan yang diberikan.
18. Insntif lengsung adalah bentuk imbalan bagi tcnaga k€&hatan yang

memberikan pelayanal secara langeung.

19. Inscntif tidak langsung adalah pengharBe,en yanS diberikan bagi Pcgawai

BLUD Puskesmas sebagai imbalan tambahan.

Pasal 2

Pasal 3

Pemimpin BLUD.

Pasal 4

(1) Remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Puskesmas bedasarkan tingkat tsng$ng jawab dan tuntutan

profeeiona-lisme dengaa mempertimbalgkan prinsip:

a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya

manusia, dan/atau layanan BLUD UPTD Puskcsmas;

b. kesetaraan, yaitu memperhatikal Remunerasi pada penyedia layanan

sejenis;
c. kepatutan dan kewajaran, yaitu Bemperhatikan nil'i jabatan yalg

dihasilkan dari pmses analiais dan evaluasi jabatan; dan

d. kinelja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan'

(2) Selain memPeftimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada avat (1)'

'-' p.au.Ar" ie-unerasi dapat memperhatikan indeko harga Daerah'

(l) Femimpin BLUD mengajukan usulan Remunerasi kepada Bupati melalui

Dinas.
(z)u",r,''n".""eraeisebagaimanadimaksudpadaayat(1),dapatberupa:

a. usulan Remunerasi baru; den/ atau

b. ueulan Prrubahan Remuneraai'

(3) ;;"h" R;""era6i sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampeikan

dalaE bcntuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditsnda tan&ni oleh

(U Remunerasi sebaSaimana dimaksud dalsm Pa8al 2 ayat ( U diberikan

bentuk:
a. gaji;
b. tunjangan tetap; dar!
c. insentif;

(2) Remunerasi sebagaimana dimakBud pada ayat (1)

Pendapatan Asli Daerah pada APBD berupa:

a. Dana Kapitasi JKN;

dalam /t

bersumber dari
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b. Dana Non Kapitesi JKN; dan
c. Dana Pelayanan Pasien Umum

Pasal 5

(1) caji sebagaimana dimakgud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf a, diberikan

kepada Pejabat Fengelol,a dan Pegawai BLUD'
(2) Pemberian gaji kepada Pejabat Pengelol,e dan Pegawai BLUD sebagaimana

dimaksud pada eyat (1) yang berstatus ASN dileksanakan der4ran

ketentuan peraturan pe, undang-undangan.
(3) Peaberia.tr aaji kepada Pejabat PenBelola dsrl Pegawai BLUD sebagaimarra

dimaksud pada ayat (1) yang berstatus non ASN yant berasal dari tenaga

professional lainnya dilc.l.eartakan ieiuai kemampuan keuangan BLUD

UFID Puskesrnas dengan mempertratikan standar biaya Pemerintah

Daerah yang berlaku.
(a) Bcsaran gaji Pegawai BLUD non ASN profesional lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD'

Pasal 6

(1) Tunjangan tetap sebegEimena dimaksud ddsm Pasel 3 ayat (1) huruf b,

diberikan bagi Pejabat Pengelola BLUD yang bersumber dari jasa pelayanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundanS-undenEan.

(2) Be3ararl tunjalgan tetap sebagaimana dimeksud pada ayat (1) ditetapksn

dengan keputusan Pemimpin BLUD sebelum dilakukan perhitunSatr

insentif.

Pasal 7

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf c, diberikan

kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD'

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari jasa

petayaran berasal dari dana sebaggimalra dimsksud dalam pasal 4 ayat

(2).
(3) insentifyang bersumber dari Dana Kapitasi sebeSeimana dimaksud dalam

pasal 4 eyat (2) huruf a diberikan berdasarkan skor individual'

(4) insentif yang bersumber dari Dana Non kapitasi dan Dana Pelayanan
' ' pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan

c terdiri atas :

a Insentif lanSsung; dan
b Insentif tidak langsung'

(5) Besaran insentif yang bersumber dari Dana Non Kapitasi dan Dana

Pel,ayanan Pasienumum diberikan dengan kettntuan:
& s€besar 659/0 (enam puluh lima per€en) scbagai lnsentif Lang"t"tg b"8i f

pemberi pelayanan dan 35olo (tiga puluh lima p€rs€n) s€bagai Insentif 
'Tidak langsung Pegawai BLUD;
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b. dalam hal terdepat selisih pembayaran Badan Penyelenggaraan

Jaminan Sosiat dengan tarif retribusi Dana Non Ibpitasi JKN

diperhitungkan sebagai insentif;
c. Besaran Insentif Irngaung bagi pemberi layanan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, khueus pelayanarl ambulance diberikan

kepada sopir sebesar 5O7o (lima puiuh persen) dan kepada petugas

kesehatan sebesar 50% (lima puluh persen);
.{6) Besaran Ineentif Tkl,ak Iangsung seba8aimana dimakeud peda ayat (4}

huruf b diberikan berdasarkan skor individual.
(7) Skor individual sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) tercantum dalam

Loglpirarr yang merupalan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal 8

(U Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) melaksanakan

mordtoring dan evaluasi pelaksanasn pemberian Remunerasi di BLUD

Puskesmas.
(2) Hasil pefaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai

ketentuan peraturan perundang-undaigan.
hsal 9

Peraturan Bupati ini mul,ai berlaku pada tang:cal diundanBkan.

Agar seti,ap orang dapat mengetehuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Tana Toraja

Ditetapkan di Makale
pada tansgal 30 D€rart[c ,Orr

TOMBEG

di Makale

30 htrrnbcl'ror,r
S DAERAH KABUPATEN TANA TORA"IA,

LOLO

I

RUDHY

DAERAH KAI}UPATEN TANA TORA"JA TAHUN 2025 NOMOR gO
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I.AMPIRAN
PEFATURAN BUPATI TANA TOR,C^'A

NOMOR ,, TAHUN 2025
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN I,AYANAN

UMT'M DAERAH UNIT PEI..AKSANA TEKMS

DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

SKOR INDIVIDUAL PEMBAGIAN INSENTIF

(1) lndexing merupakan telmik menentukan besaran skor individual Pejabat

PengeloLa dan Pegawai BLUD s€suai dengaa beban keda'
(2) Indexing dihitung berdasarkan;

a. pengelamar dan mese kerja (basic index), dengan ketentuan:

pengalaman dan masa keia
5 - 10 tahun 5

10

16 - 20 tahun 15

21 - 25 tahun
letih dari 25 tahun 25

b. rcsiko keda (risk index) merupakan nilai untuk resiko yang diterima

ka.ryawan akibet pekerjaan , dengan ketentuan:

resiko ketja score

poliklinik/apotek l0
rawat inap/ ugd / persalinan / Poli
gigrllaboratori um/tindakan

c. Tingkat kegawatdaruratan (emergencY index), dengan ketentuan:

Tingkat kegawatdaruratan

9- 10 20

6-8
3-5

5

20

15

5

20

10

10

15

score

15

10

10- 14

6-9

shif malam

shif sore

t-2
15-20

jam kerja
(berhubungan
dengan pasien)

1-5

3-5

1-2

pemanggilan di luar >7
> 5-7

5

11 - 15 tahun

score

waldu penugasan

ls 
I
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d. Jenis jabatan dan tenggungiawa
jenis jabatan

I . lrctugaa !-care lrer-orarr8
2. pengurus bamlg/samna dan plasqana

[t;;-ss""i-F;.b p-s*-
E. p;;;;p""k;;"p.;

b (position index), dengan ketentuan:
r-;"*t*

,29 .

10
I
+-qt$ 5

e kualilikasi (capacity index) merupakan pemberian p€nghargaan nilai
kuslitas berdaearkan pendidikan dan untuk jabatan fungsionel

kesehatan yang mempersyaratlan surat tanda registrasi (sTR),

kualilikasi pendidikan linear dengan surat tanda registrasi yang

dimiliki scsuai surat keputusan fungsional dan jabatan terakhir

dengan ketentuan sebagai berikut:I jenis P€ndidikan --t -- gcore

ASN

150renaga M44_
A"oteker/ Nerc/qq/S2
Tenaga Kesehatan SI/D4

I 
Tenage Kesehaien D3

I ienaga Non Kesehatan

i_60 1
25

s1/D4 60

loo
80

50
40

30

lTenaSa non Kesehatan D3

l-no; x"setrr,r" aiu"*ut os
t. Bagi non ,{SN diperhitungkan

Il 10

l
l
kapitasi

25
uotuk perubahan besaran

f

diberikan sesuai dengan perhitungnn ASN'

2. Fcarilaian vdiabel jenis pcndidikm didaurtan Pada keputusdr
- 

ierekhir dan linear dengan STR yang telah ditctapkan darr diakui

oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian'

3. Peserta prrogram penugasan khusua termasuk nusantara sehat

dan progra-ri intemshiP' diberi nilai sebesar 5070 dari scote AsN'

+. g"d't 
""ga 

non ASN dianglst dengan Keputusan Kepala

puske"mas aiberi poin scsuai dengan scor€ non ASN'

Kinerja/kehadiran (performence index) merupekan pengukuran poin

f.itt".:"' U"ta"ott t tingkat kehadirsrr dikalikan dengan kinerja

berdasarkan penilaian Pemimpin BLUD, dengan ketentuan;

1. Tingkat score kinerja ditetaPksn dengan ketentuan

L-
lsq4sa!

Kine{a scorc

Baik 20

Iq_
I c"tup 5-9
Kurang

L

untuk score kinerja kePala Puskesmas penilaian diberikan oleh

kepala dinas kesehatan
Kehadiran

jumlah hari kerja dalam 1 (satu) bulan
2. CAPATAN KINERJA =

NON ASN

15

10 - 19

1-4

20

50
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3. oetiap kehadimn dapet I (satu) poin;

4. tcrlsmbat hadir etau pulang sebelum waldrnya yang

diekurnul,asi sampai dengarr 7 (tujuh) jam' dikurangi 1 (satu)

poin; dan
5. ketidakhadiran akibat sakit (dengan keter8ngan dol(ter)

dan/atau penugasan dikecualikan dalnm penilaian kehadilan'

(3) Total score individu merupakan dari basic index, risk index,

emergency index, Position capacity index dikalikan dengan capain

kinerja dengan rumus sebagai hrikut :

total scor€ individu = (lssic indcx + rbk index + emergcncy

index + position index + capacity index) x capaian kinelja
sakit/cuti da-n/atau Penugasan

(satu) bulan, penilaien score tidak termasuk capaian kinerja.

(5) Tota.l score Puskesmas penjumlahan total score individu.

(6) Jumlah insentif individu total score individu dibagi total score

puskesmas dikali total jasa

(a) Ketidokhadiran dikarenakan selama I
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